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ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN 
DENGAN PENGANCAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn)

Haikal Arba’a
(235114214)

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/ 2024/PN.Mdn. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan (library research) dengan menganalisis putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn adalah terdakwa  meminta uang makan kepada saksi korban. Pada saat itu saksi korban melihat 1 (satu) buah parang yang berada di belakang badan terdakwa yang tidak ditutup dengan baju, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Perbuatan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menguasai barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban. Penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Perbuatan terdakwa  telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan  dan semua unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terpenuhinya. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EXTORTION WITH THREATS
(A Case Study of Medan District Court Decision Number 1625/Pid. B/2024/PN.Mdn)
HAIKAL ARBA’A
(235114214)

The crime of extortion and threats constituted an act committed by a perpetrator involving
violence and intimidation against another person, with the intention of coercing the victim
into surrendering their belongings under duress. The issues examined in this research
included: the modus operandi of the crime of extortion in Decision Number
1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, the legal enforcement against the perpetrator of extortion and
threats in the same case, and the judge s legal considerations in reaching the verdict.

This research applied a library research method by analyzing the court decision Number
1625/Pid.B/2024/PN.Mdn. The data used consisted of primary and secondary legal
materials, which were organized systematically and analyzed qualitatively. The modus
operandi of the extortion act in the decision involved the defendant asking the victim for food
money. At that time, the victim saw a machete behind the defendant’s back, uncovered by
clothing, which caused fear in the victim. As a result, the victim handed over Rp2,000 (two
thousand rupiah) to the defendant. This act aimed to benefit the perpetrator by seizing the
victims property without consent, resulting in a loss to the victim.

Legal enforcement against the perpetrator in this case led to a sentence of three (3) years of
imprisonment. The defendant’s actions aligned with the legal facts revealed in court, and all
elements of Article 368 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) were
fu[fllled The,, udgek Iegal considerations in lhe decision included: rhe pmsecmurk charges,
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